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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat 

menarik simpulan bahwa : 

1. Implementasi Smart City dalam perwujudan Smart Governance 

berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 

dapat di lihat dari terbentuknya dan terlaksananya PADUKO pada         

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. 

Dibentuknya Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

merupakan salah satu program Smart City dalam perwujudan Smart 

Governance di Kota Padang Panjang. Dalam hal ini PADUKO yang 

dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang 

Panjang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Padang Panjang dirilis pada tahun 2018. Smart Governance harus dapat 

diimplementasikan ke dalam tiga unsur yaitu pelayanan, birokrasi, dan 

kebijakan. Dari segi pelayanan sudah terlaksana dengan baik dengan 

dibentuknya PADUKO diharapkan dapat mempermudah masayarakat 

dalam mengurus dokumen kepdndudukannya. Dari segi birokrasi sudah 

berjalan dengan baik, namun sedikit kendala pada sumber daya aparatur 

pada pelaksanaan PADUKO. Dan dari segi kebijakannya sudah bagus, 

namun masih kurang efektif pada pelaksanaannya. Sementara 

diterapkannya Smart City dalam perwujudan Smart Governance ini 
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khususnya pada pelayanan PADUKO dengan tujuan dapat 

mengefisienkan waktu, biaya, ataupun tenaga masyarakat dalam 

pengurusan dokumen kependudukan, dan diharapkan masyarakat dapat 

merasakan kemudahan dalam melakukan pelayanan administrasi serta 

tertib dalam pembaharuan dokumen kependudukan secara berkala. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Padang Panjang 

terkait implementasi Smart City dalam perwujudan Smart Governance 

berdasarkan peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 

yaitu: 

a. Kurang memadainya sumber daya aparatur yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

khususnya pada pelayanan PADUKO.  

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan 

PADUKO.  

c. Kendala-kendala dalam infrastruktur terkait dengan server dan 

permasalahan jaringan yang menghambat terlaksananya PADUKO.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang dalam 

perwujudan Smart Governance untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pelayanan administrasi yaitu: 

a. Menambah jumlah sumber daya aparatur pada pelaksanaan 

pelayanan PADUKO agar lebih efektif. 

b. Meningkatkan sosialisasi dengan memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat, agar masyarakat paham dengan pelayanan PADUKO. 
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c. Meningkatkan fasilitas jaringan dengan adanya kolaborasi antara 

pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Diskominfo dalam 

penyediaan infrastruktur TIK dalam mendukung Smart Governance 

seperti perbaikan jaringan. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil temuan peneliti di lapangan terkait dengan 

Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Masterplan Smart City Kota Padang Panjang dalam perwujudan Smart 

Governance, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu : 

1. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

meningkatkan atau menambahkan sumber daya manusia, agar pelaksanaan 

kebijakan lebih maksimal dan perlu meningkatkan fasilitas penunjang 

layanan PADUKO agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, 

sehingga Smart Governance dapat terlaksana dengan baik. 

2. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 

meningkatkan strategi pengenalan PADUKO kepada masyarakat            

Kota Padang Panjang seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. 

3. Agar masyarakat aktif berkontribusi dan mendukung keberhasilan dari 

proses transformasi menuju Smart Governance di Kota Padang Panjang. 

Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi yang 

terkait dengan pembangunan dan tata ruang di Kota Padang Panjang 

melalui pembentukan forum-forum pendukung Smart City maupun ruang 

dan kesempatan partisipasi publik lain yang telah disediakan. Masyarakat 

juga dapat menunjukkan dukungannya dengan cara memanfaatkan 
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fasilitas digital yang telah dibuat oleh pemerintah yang dalam konteks 

penelitian ini adalah pemerintah dalam urusan pembangunan dan tata 

ruang di Kota Padang Panjang. 
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